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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola 

keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks 

pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan 

terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah 

daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengukuran 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan 

berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk 

menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah 

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam 

periode tertentu. 

2. Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
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selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suatu besaran 

yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks 

pengelolaan keuangan daerah. 

3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan 

daerah.  

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Perangkat Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat  APBD adalah rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan 

selama satu periode pelaporan.  
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11. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

adalah laporan pemeriksaan atas LKPD untuk tahun 

pelaporan. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

13. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 

Negeri yang selanjutnya disebut Badan Litbang 

Kemendagri adalah satuan unit kerja Kementerian 

Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan 

dalam negeri.  

 

Pasal 2  

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode 

tertentu; 

b. memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi 

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota; 

d. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah 

yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara 

nasional; dan 

e. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel. 

 

BAB II  

KEWENANGAN DAN SUMBER DATA  

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pasal 3  

(1) Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri 

melakukan pengukuran IPKD provinsi. 
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(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan 

penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau 

sebutan lain melakukan pengukuran IPKD 

kabupaten/kota. 

(3) Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan terhadap dokumen perencanaan 

pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, 

penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. 

 

Pasal 4  

(1) Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang 

bersumber dari: 

a. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD 

dan RKPD; 

b. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-

PPAS dan APBD; 

c. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

LKPD; 

d. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

e. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran 

terkait dengan dokumen dan informasi penyerapan 

anggaran; dan 

f. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan 

informasi opini atas LKPD. 

(2) Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan 

dengan menggunakan data yang bersumber dari: 

a. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD 

dan RKPD; 

b. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen 

KUA-PPAS, dan APBD; 

www.peraturan.go.id


